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20 Tahun Nggak Pernah Dijabarkan

o Poin Revisi Otsus Papua D

Senayan segera membawa revisi perubahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus (Otsus) Papua ke Sidang Paripurna
pekan depan. Rapat-rapat Panitia Khusus (Pansus)

sejauh ini berjalan dinamis,

ANGGOTA DIPR Fraksi Golkar,
Robert J Kardinal bilang. ter
jadi diskusi hangat menyang.
kut usulan Pemenmtah Papua
dan Papua Baral saupun dar
[raksi-fraksi di DPR, “Mercka
mengusulkan pembentukan
Badlan Khusus Percepatan Pem-
bangungn Papua atau BRP3"
kit dia. daloan keterangan pers-
aiya di Jakana, kemarin,

Savangnya, Rohert menemn-
Kan setidaknva ada Tima hal &
Tuar usulan Pemerintah dalam
revist Undang-Undang Otsus
Papua jilid 1 in, Pertam, terkail
kewenangan Kliusus pasal 4 aval
1 dan 2. Kewenangan khusus in
selama 20 tabiun fidak pernah
dijubarkan, sehimn Msus ds-
laksamakan tanpa pedoman dan
aral yang jelas dan pasti

Termasuk. Tanputnya, dalam
tata card pengelolahan dan pe-
pnanelaatan Dana Chisus sebany ak
I persen dati DanaAdokasi s
(DAL Naswmnal, Demikian
pula pembuatan Perdasi dan
Perdasus, vany henst dan me-
muat mengenai proteksi, baik
tethadap stupa vang diproteksi,
betapa laia protekst, dan target
dart proteksi.

Robert menegaskan, kewe-
namngan khusus ral pen-
ting menaga dan mengatur hu-
bungan kerja antars Pemerinish

Provinsi dengan Kabupaten!
Kot Kewenangan klhuosus
juga mengatur relasi antard Pe-
merintah Pusal dengan daeral,
samijhai sejauh mina penyerahan
nrusan antar Pémermtah Pusal
dengan Provins:,

Fewenangan ferschul juga
mengatur hubungan tata kerja
liga institusi yang benanggung
Jawab terhadap pelaksanaan
(sus vann Gubernur, PR
Papua, dan Majels Rakvan Papua
(MR Trga imstitusi i saling
lerkait memiliki hubungan kerja
ving sclevely sederajut, bubkan
liddiake Dirdely menjudi suborditat
dori yarg lain. Kalaw berjalan
sendivi-sendi, 1 namanya
bukan pemenntahan (sus”
Jelasmva

Fucidua, sambung Robert, terkail
Rencana Induk [mplementasi
(Msus, termasuk desain penge-
lolaan Dana Otsus. Kellga,
pemekaran wilayah. Pemerintah
dalam nsukmnya menghenidak
pemekaran provinst harus me-
menuahi svaral, Yakm, wakiy
persiapan penekaran, standar
pendidikon dan keschatan, ke-
suapan birokrase dan sunmber
dava manusia di pemerintaliai,
serta memperhitungkan kebi-
dupan penduduk Tokal

Keempat, kehadiran parta
politik lekal sebagaimana ter-

camtum dalam Undang-Undang
chaisting. Namun hal mi, Kata
Robert, ditolak pemerint
Alssannya, Putusan MK Nomor
41 Tahun 2019 felah menolak
pembeniukan partae lokal atau
partan daerah

“Selmn iy, pengalaman Aceh
membuat-pemerntab Khawarr
Jangan sampal partal-partal nas
stonal justru kalah dalam perchu-
Lt kuest di DPRD,™ jelasnya.

Terakhir, pembentukan Ba-
dan Khusus Percepatan Pem-
bangunan Papua. Khusus usulan
ini. kata Robert. kurang men-
dapar masukan dar pemerin-
tab. Sebalikeyo pemerintah
1:[;]]1 ['I'IEI!: IIIILI}u'II'I E\l'_h‘-l:illl.‘ul
dari Inpres Nomor & Tahun
2020 tentanyg Inpres Pereepatan
Pembangunan Kescjahteraan
Papui dan Papuy Barat dan
Kepres 2o 20 Tahun 2020 en-

Isorot

tang Tim Koardmasi Terpad

Tim ini herada d1 bawah
tangeung jawab Wakil Presiden
yang funesinva memberikan
saran, arahan. pengawasan,
1. tan wembuat laporan
ang pelaksanaan (Haus ke-
pada Preswden. “Sehingnra bukan
Badan. tapi Tim Koerdinasi
Terpadu untuk Percepatan pem
bamgunan Kescjahtersam,” tam-
bab Roben. mraL
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SENAYAN JADI RS DARURAT: Ketua MPR yang juga Kepala Badan Bela Megara Forum
Komunikasi Puira Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Bambang Soesatyo menghadin
Rapat Koordinasi Virtual Darurat Covid-19, di Jakarta, kemarin. Dalam rapatnya, Bamsoet
mendukung Kemplek Majelis (Gedung MPR/DPR/DPD) sebagai rumah sakit pendukung
darural mengobal pasien Cowd-18,
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